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Kriminalitas merupakan suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial, 
undang-undang pidana, dan bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta bersifat 
merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat.Perlu adanya peran dari pihak 
kepolisiann untuk meminimalisir angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini 
adalah:Bagaimana bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi 
Besar?,Bagaimana peran POLSEK Terbanggi Besar dalam penanggulangan 
kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar?,Apa sajakah kendala yang sering 
dihadapi oleh POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas?. 
Penelitian ini dilaksnakan di POLSEK Terbanggi Besar dengan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi.Fokus penelitian ini meliputi upayadari  
POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas di Desa Terbanggi 
Besar Lampung Tengahsecara preventif dan represif. Hasil penelitian dan 
pembahasan ini menunjukkan bahwaBentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di Desa 
Terbanggi Besar yaitu pencurian, penganiayaan, pemerkosaan/pencabulan, 
pemerasan, perjudian, penipuan, penyalahgunaan senjata api, narkoba, senjata tajam, 
dan pengrusakan.Bentuk-bentuk tindak kejahatan tersebut sering terjadi karena faktor 
rendahnya tingkat ekonomi, faktor pendidikan rendah, faktor lingkungan dan 
penegakkan hukum. Peran POLSEK Terbanggi Besar dibagi menjadi 2 yaitu melalui 
upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-
kegiatan seperti sosialisasi dimasyarakat, memasang benner yang berisi himbauan, 
razia selektif, penjagaan dan patroli rutin kepolisian. Upaya represif POLSEK 
Terbanggi Besar menangkap dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kriminal 
agar mereka merasa jera.Kendala yang dihadapi POLSEK Terbanggi Besar yaitu; 
minimnya saksi di lokasi kejadian, kurangnya kesadaran dari masyarakat, jam-jam 
rawan kejahatan yang tidak menentu dan kurangnya personil di POLSEK Terbanggi 
Besar. Oleh karena itu dari pihak POLSEK perlu adanya penambahan personil 
anggota agar kinerja POLSEK Terbanggi Besar bisa lebih baik lagi dalam 
mengungkap kasus-kasus kejahatan, kemudian dari pihak masyarakat diharapkan 
mampu bekerja sama dengan pihak keamanan dimulai dari kesadaran untuk melapor 
dan juga lebih berhati-hati dalam meletakkan barang berharganya. 
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ةٌ يَّْدُعْىَن اِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف  ْنُكْم اُمَّ َوْلتَُكْه مِّ
ى َِك هُُم اْلُمْفلُِحْىَن 
١٠٤– َويَْنهَْىَن َعِه اْلُمْنَكِر ۗ َواُول ٰۤ  
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 
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A. Penegasan Judul 
 Penegasan istilah ini, peneliti memberikan penjelasan-penjelasan terhadap 
istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi agar tidak terjadi kesimpang siuran 
makna. Maka dari itu, peneliti merasa sangat perlu untuk menjelaskan istilah-istilah 
dan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu : 
“PERANKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)DALAM 
PENANGGULANGAN KRIMINALITASDI DESA TERBANGGI BESAR 
LAMPUNG TENGAH.” 
 Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan 
berdasarkan posisi sosial, baik itu dengan secara formal maupun informal.Peran 
adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu 
kejadian atau peristiwa, serta merupakan suatu pembentuk tingkah laku yang 
diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Menurut 
Soekanto, arti peran yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai 
dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut 




disesuaikandengan peran yang berbeda.
1
 Peran dalam penelitian ini adalah upaya 
yang dilakukan oleh POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas, 
mulai dari sosialisasi langsung kepada masyarakat desa hingga penangkapan dan 
pemberian sanksi hukum terhadap pelaku kriminal. 
 Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)Menurut Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan 
bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan 
dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan 
tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 
Hak Asasi Manusia.
2
Penelitian ini, peneliti mengkhususkan kepada POLSEK yang 
berada di wilayah Terbanggi Besar lampung Tengah. 
 Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 
mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan 
sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 
bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya 
penanggulangan kriminalitas dapat dilakukan secara preventif dan represif.
3
 
Penanggulangan secara preventif dalam penelitian ini berupa penyuluhan dan 
                                                             
1
Seputar Pengetahuan, “Peran : Pengertian, Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya”. (On-
line), tersedia di : https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/10/peran.html (28 April 2020). 
2
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Th 2002.tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. (diakses 10 Desember 2018). 
3
Ray Pratama, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Tersedia di: 




sosisalisasi kepada masyarakat Desa Terbanggi Besar, sedangkan penanggulangan 
secara represif dalam penelitian ini yatu berupa penangkapan dan pemberian sanksi 
hukum terhadap pelaku kriminal agar mereka merasa jera. 
 Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Bisa disebut 
kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan.S. 
Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta mengartikan bahwa crime adalah kejahatan 
dan criminal dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan 
sebagai perbuatan kejahatan.
4
 Kriminalitas dalam penelitian ini adalah suatu tindakan 
kejahatan yang merugikan warga Terbanggi Besar seperti pencurian,pembegalan, 
pembunuhan dan pemerasan atau pemalakan. 
 Desa Terbanggi Besar adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Terbanggi 
Besar termasuk dalam Kabupaten Lampung Tengah, Desa Terbanggi Besar 
merupakan desa induk yang jumlah penduduknya paling banyak dan rata-rata 
merupakan pribumi asli. 
 Maksud dari judul ini adalah upaya yang dilakukan oleh POLSEK Terbanggi 
Besar dalam mengatasi tindak kejahatan seperti pembegalan, pemalakan, pencurian 
dan pembunuhan yang dilakukan secara preventif dan represif kepada para pelanggar. 
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B. Alasan Memilih Judul 
Alasan memilih judul sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
Masih banyaknya tindak kriminal di Desa Terbanggi Besar, sehingga peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui apa saja yang 
menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kriminal dan berusaha untuk 
mencari solusi dalam menanggulangi dari masalah tersebut.  
2. Alasan Subjektif 
a. Penelitian ini didukung dengan literatur yang menunjang, baik yang 
tersedia di pustakaan ataupun sumber lainnya yang dibutuhkan dalam 
penelitian, selain itu kajian lokasi penelitian ini merupakan tempat 
tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bisa 
digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait 
kriminalitas. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang dimaksud dengan Negara 
Hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan 
keadilan dan kebenaran.
5
Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang juga 
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merupakan sumber dari segala sumber hukum.Hal ini megartikan bahwa segala 
tingkah laku dan perbuatan masyarakat Republik Indonesia haruslah berlandaskan 
dan bercermin dari nilai-nilai pancasila.Pancasila yang merupakan hukum tertinggi di 
Negara Republik Indonesia mempunyai atau memiliki penjabaran-penjabaran hukum 
yang telah dibuat oleh pemerintah, guna mengatur atau membatasi hubungan-
hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik hubungan antara masyarakat secara 
individu maupun secara berkelompok dan hubungan antara masyarakat dengan 
pemerintah. 
Berbicara mengenai masyarakat otomatis kita telah berbicara tentang kehidupan 
manusia, yaitu hubungan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, 
yang merupakan zoon politikon atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia yaitu 
mahkluk sosial. Hal ini mengartikan bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat 
saling membutuhkan dan saling ketergantungan antara manusia satu dengan manusia 
lainnya.Karena adanya hubungan  manusia satu dengan manusia lainnya dalam 
kehidupan bermasyarakat akan menggakibatkan dua akibat, yaitu akibat baik dan 
akibat tidak baik dari pada hubungan tersebut. Akibat yang baik di atas akan 
menimbulkan hasil yang baik dan akibat yang tidak baik akan menimbulkan masalah 
bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini penegak hukum. 
Hal-hal yang menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam hal ini penegak 
hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat baik itu secara individu maupun secara 




dan tidak mentaati peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh 
pemerintah. 
Beberapa pandangan para ahli hukum dan kriminologi, sepertiWahyu Mulyono 
mengemukakan bahwa: mengamati dan memahami kejahatan tidaklah mudah. 
Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai 
sudut yang berbeda.Karena itu, tidak mengherankan kalau dalam suatu kejahatan 
terdapat berbagai komentar yang berbeda-beda.Sejak sebelum masehi sampai 
sekarang, para filosofi dan para pakar berusaha memahami dan mencari darimana 
sumber kejahatan itu.Kebanyakan mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan 
adalah emas, kemiskinan dan kekuasaan.
6
 
Selanjutnya Topo Santoso mengemukakan bahwa usaha memahami kejahatan 
itu telah berabad-abad yang lalu dipekerjakan oleh ilmuwan terkenal, yaitu Plato 
(427-347 SM) yang menyatakan dalam bukunya “Republiek” bahwa emas, manusia 
adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Aristoteles (382-322 SM) 
mengatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. 
Kejahatan yang besar tidak dilakukan untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup 
tetapi untuk kemewahan. Pendapat para ahli tersebut di atas kemudian tertampung 
dalam suatu ilmu yang disebut dengan “kriminologi”.Kriminologi merupakan cabang 
ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.Hingga kini batasan 
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Pendapat ketiga pakar yang telah dikemukakan di atas,dapat diketahui bahwa 
kejahatan dapat ditinjau dari berbagai aspek dan untuk mengetahui faktor penyebab 
kejahatan itu juga mengundang banyak perdebatan. Kejahatan tidak dapat 
dimusnahkan atau dilenyapkan, tetapi dengan mengetahui penyebabnya, kejahatan itu 
dapat ditanggulangi sehingga keberadaannya berkurang. 
Kejahatan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia, demikian pula 
halnya di KabupatenLampungTengah khususnya di Kecamatan Terbanggi Besar 
Desa Terbanggi Besar.Pemerintah dalam hal ini membuat undang-undang yang 
mengatur mengenai pasal-pasal dansanksi-sanksi terhadap pelaku kejahatan. Adapun 
sanksi-sanksi dari tindak kejahatan  misalnya Pencurian, diatur dalam pasal 362 
KUHP dengan sanksi hukumnya paling lama 5 tahun penjara dengan denda, 
Sembilan ratusrupiah; Pembunuhan, diatur dalam pasal 338 KUHP dengan sanksi 
paling lama 15 tahun penjara;Pemalakan, diatur dalam pasal 368 ayat 1 dengan sanksi 
paling lama 9 tahun penjara; dan Pembegalan, diatur dalam pasal 365 dengan sanksi 
paling lama 15 tahun penjara. 
“Bentuk kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan/pencabulan, 
pemerasan, perjudian, penipuan, narkoba, senjata tajam, pengrusakan dan 
penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah 
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khususnya di Kecamatan Terbanggi Besar Desa Terbanggi Besar.”
8
Menurut 
pengamatan peneliti banyak  kejahatan-kejahatan yang terjadi di atas timbul karena 
kesenjangan sosial dan pengangguran. Sehingga, timbullah niat untuk mencuri, 
memalak, membegal bahkan sampai membunuh korbannya. “Kejahatan ditiap 
lingkungan merupakan lawan negatif dari norma-norma kelakuan yang berlaku di 
dalam organisasi lingkungan tersebut, yaitu bergantung pada organisasi-organisasi 
dan kebudayaan lingkungan itu.”
9
 
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu-satunya instansi yang 
diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh undang–undang, pada setiap anggota 
POLRI secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi 
kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai 
dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan. Pada penelitian 
ini, peneliti mengkhususkan POLRI pada POLSEK yang berada di wilayah 
Terbanggi Besar. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada 
hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama 
memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. 
Tindak kejahatan yang terjadi selama ini sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, 
yang dampaknya secara luas dapat meresahkan masyarakat, karena tindak kejahatan 
yang sering terjadi jarang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan 
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kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam 
itu kemudian menimbulkan trauma bagi masyarakat sekitar. 
Jelas tampak bahwa pelaku tindakan itu mempunyai motif dan alasan-alasan 
tertentu, alasan-alasan tersebut adalah demi kepuasan hatinya bisa juga karena adanya 
kesenjangan sosial, dimana semakin banyak penduduk miskin lantaran krisis ekonomi 
yang berkepanjangan yang terjadi selama ini. Hal ini dapat memicu timbulnya 
tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian 
material akibat dari tindakan tersebut. 
POLSEK Terbanggi Besar sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan 
yang berada di wilayah Terbanggi Besar yang mempunyai peranan pokok dalam 
mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan 
tepat, dengan demikian POLSEK Terbanggi Besar mempunyai tugas-tugas yang berat 
karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan di wilayah 
Terbanggi Besar. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, POLSEK Terbanggi 
Besar berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat.Penegakan hukum adalah menjadi tanggung 
jawab aparat penegak hukum, namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari 
peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan demi tertib hukum. 
Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan 
berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang sering terjadi selama ini 




Lampung Tengah maka peneliti tertarik untuk  menganalisis peranan POLRI terhadap 
persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas. 
 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan  pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian 
dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat 
menentukan dalam pendekatan kualitatif.Hal ini karena suatu penelitian kualitatif 
tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, tetapi dilakukan 
berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya masalah.
10
 
Fokus penelitian perilaku kriminal di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah, 
meliputi upayadari  POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas di 
Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah baik secara preventif dan represif sehingga 
dapat meminimalisir tindakan kriminalitas yang terjadi. 
 
E. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar ? 
2. Bagaimana peran POLSEK Terbanggi Besar dalam penanggulangan 
kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar ? 
3. Apa sajakah kendala yang sering dihadapi oleh POLSEK Terbanggi Besar 
dalam menanggulangi kriminalitas ? 
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F. Tujuan Masalah 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi 
Besar. 
2. Untuk mengetahui peran POLSEK Terbanggi Besar dalam penangggulangan  
kriminalitas di Desa Terbanggi Besar. 
3. Untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi oleh POLSEK Terbanggi 
Besar dalam menanggulangi kriminalitas. 
 
G. Signifikasi Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara 
teoretis maupun praktis. 
1. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan teori 
sosiologi kriminalitas dan juga arah dan masukan yang berguna bagi 
penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti 
mengenai bagaimana peran POLSEK Terbanggi Besar dalam 




Lampung Tengah dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan 
masyarakat. 
b. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak-pihak 
yang terkait khususnya di dalam meningkatkan keamanan dan 
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kecamatan Terbanggi 
Besar Kabupaten Lampung Tengah. 
c. Bagi UIN Raden Intan Lampung 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan 
yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan penulisan karya 
ilmiah selanjutnya. 
 
H. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan informasi dasar atau rujukan yang penulis 
gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan survei yang penulis lakukan, ada beberapa 
kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang mempunyai relevansi dengan 
penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah 
skripsi yang ditulis oleh Hardianto F.N. (2009) tentang ”Analisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari 
Pendekatan Ekonomi”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 




mempengaruhi sesorang melakukan tindak kriminalitas. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat kuantitatif, 
sekunder, dan crosssection, berdasarkan teknik pengumpulan data tinjauan 
literatur dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi lain yang 
terkait, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan 
penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang 
kajiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah mencangkup 26 provinsi di 
Indonesia dari data BPS tahun 1997, sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan peneliti berada di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten 
Lampung Tengah. Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, 
jika penelitian ini mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat 
kriminalitas di Indonesia, sedangkan peneliti akan meneliti tentang peran 
POLSEK dalam penanggulangan kriminalitas di desa Terbanggi Besar. 
2. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 
peneliti adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alifi (2016) tentang 
“Perilaku Kriminal Pada Pemuda Di Kecamatan Kajen Kabupaten 
Pekalongan Jawa Tengah”. Penelitian ini dengan penelitian yang akan 
peneliti lakukan sama-sama ingin melihat bentuk-bentuk tindakan 
kriminalitas dan metode pengumpulan yang dilakukan juga sama yaitu 




dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah perbedaan tempat dan 
fokus permasalahan. Lokasi pada penelitian ini berada di Kecamatan Kajen 
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sedangakan penelitian yang akan 
dilakukan peneliti berada di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi 
Besar, Lampung Tengah. Kemudian fokus permasalahan pada penelitian ini 
adalah penyimpangan perilaku pada pemuda di Kecamatan Kajen, 
sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Peran 
POLSEK Terbanggi Besar dalam upaya menanggulangi tindakan kriminal di 
Desa Terbanggi Besar.  
3. Penelitiaan lain yang relevan dengan penelitain yang akan dilakukan peneliti 
adalah skripsi yang ditulis oleh Adey Silas Batmalo (2016) tentang “Tindak 
Kriminal Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Jember”. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 
sama-sama ingin melihat bentuk kriminalitas yang terjadi di masyarakat dan 
metode pengumpulan data yang digunakan sama-sama menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan tempat dan fokus 
permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Lembaga pemasyarakatan Kelas 
IIA Jember, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berlokasi di 
Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah. Kemudian fokus permasalahan 
pada penelitian ini berfokus pada bentuk kriminalitas yang dilakukan anak 




dilakukan berfokus pada peran POLSEK Terbanggi Besar dalam upaya 
menanggulangi kriminalitas di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah. 
4. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 
peneliti adlah skripsi yang ditulis oleh Yenni Meiliana (2011) tentang 
“Optimalisasi Peran dan Fungsi POLRI Dalam Mengatasi Tingginya Tingkat 
Kriminalitas di Lampung Tengah (Studi kasus pada Kinerja POLRES 
Lampung |Tengah Tahun 2010)”. Penelitian ini dengan penelitian yang akan 
dilakukan sama-sama berfokus pada peran dari pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kriminalitas dan  metode pengumpulan data yang digunakan 
sama-sama menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 
perbedaan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di POLRES Gunung 
Sugih Lampung tengah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi 
di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah. 
 
I. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan kegunaan tertentu.
11
Metode penelitian adalah salah satu usaha yang 
digunakan seseorang peneliti untuk mengetahui keabsahan atau kebenaran suatu 
permasalahan sosial. Dapat dipahami metode penelitian digunakan oleh peneliti untuk 
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memudahkan dalam proses mendapatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan 
sebuah penelitian. Adapun metode penelitian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 
1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
kualitatif. Menurut (Denzin dan Lincoln, 1987) penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud 
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode 
yang ada.
12
 Adapun pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 
a. Pendekatan  
1) Pendekatan sosiologis 
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yakni peneliti 
menggunakan logika-logika  dan teori-teori sosial, baik teori klasik 
maupun modern untuk menggambarkan struktur dan sistem 
dimasyarakat.
13
 Seperti dalam penelitian ini pendekatan sosiologis 
digunakan untuk  menemukan  serta dapat menjelaskan mengenai 
peran POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas di 
Desa Terbanggi Besar. 
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Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek), (Jakarta: 




b. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian kualitatif memiliki langkah-langkah yang 
umumnya bersifat siklus. Pertama, adalah tahap mendeskripsikan apa 
yang dilihat, didengar, dan dirasakan, kemudian peneliti mendata sepintas 
tentang informasi yang diperoleh. Kedua, peneliti mereduksi segala 
informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk menfokuskan pada 
permasalahan tertentu. Ketiga, peneliti menguraikan fokus yang telah 
ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis yang 
hasilnya adalah tema yang dikontruksikan berdasarkan data yang 
diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.
14
 
Adapun prosedur penelitian yang sudah diuraikan diatas akan 
digunakan untuk meneliti peran POLSEK Terbanggi Besar dalam 
penanggulangan kriminalitas di Desa Terbanggi Besar sesuai dengan tahap-
tahap yang sudah diuraikan. 
2. Desain Penelitian 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu naratif.Naratif 
bertujuan mencari informasi mendalam pada individu dan meminta seseorang 
individu atau lebih untuk menyediakan cerita tentang kehidupan 
mereka.Informasi yang telah didapat selanjutnya diceritakan kembali oleh 
peneliti dalam bentuk kronologi naratif.Narasi yang dihasilkan menggunakan 
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pandangan dari kehidupan partisipan dengan pandangan kehidupan peneliti 
dalam narasi kolaborasi.Desain dalam penelitian ini menceritakan peran 
POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas di Desa 
Terbanggi Besar. 
3. Tempat Penelitian, Populasi dan Sempel 
Penelitian ini dilakukan pada POLSEK Terbanggi Besar Lampung 
Tengah. Peneliti memilih lokasi penelitian ini disebabkan tempat ini 
merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga mempermudah peneliti dalam 
mendapatkan informasi dan memahami permasalahan yang terjadi.  
a. Populasi 
Populasi adalah  seluruh anggota atau totalitas dari seluruh objek 
yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap sesuai dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti. Pada 
penelitian ini populasi diambil dari seluruh anggota POLSEK Terbanggi 
Besar Lampung Tengah. Adapun keseluruhan anggotanya tercatat sekitar 
40 orang anggota. 
b. Sempel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimilki oleh 
populasi tersebut.
15
 Selanjutnya pengggunaan sampel digunakan dengan 
menggunakan Snowballing Sampling, maksudnya adalah teknik 
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pengambilan sampel yang awalnya pengambilan sempel berjumlah kecil, 
tapi makin lama makin besar, berhenti sampai informasi yang didapatkan 
dinilai cukup.
16
Sampel dalam penelitian ini dimulai dari kepala POLSEK 
kemudian kepada Wakil Kepala dan beberapa anggota POLSEK 
Terbanggi Besar.Peneliti juga memerlukan beberapa orang informan 
pendukung yaitu Kepala Desa Terbanggi Besar dan masyarakat sekitar 
berjumlah 2 orang. 
4. Prosedur Pengumpulan Data 
Prosedur pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data-data guna menjawab pertanyaan dan 
permasalahan penelitian ini. Dalam prosedur pengumpulan data terdapat jenis 
dan sumber data yang di kumpulkan yaitu: 
a. Jenis dan Sifat Penelitian 
1) Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau 
Field Research. Jenis penelitian ini yaitu mengangkat data dan 
permasalahan yang ada dilapangan.
17
 Yaitu pada POLSEK Terbanggi 
Besar Lampung Tengah. 
2) Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya peneliti semata-mata 
mengambarkan suatu objek untuk mengambil suatu kesimpulan yang 
                                                             
16
Yuberti Antoni Saregar,Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan 
Sains (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2017),  h. 118. 
 
17






 Penelitian ini, penulis menggambarkan 
POLSEK Terbanggi Besar dan Kewajibannya dalam menanggulangi 
kriminalitas yang terjadi di desa Terbanggi Besar Lampung Tengah. 
b. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu, sebagai berikut : 
1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 
langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian, data ini 
merupakan data asli yang diperoleh dari sumber asalnya.
19
 Pada 
penelitian ini sumber data primer diperoleh dari : 
a) Kepala POLSEK, Wakil Kepaladan beberapa anggotaPOLSEK 
Terbanggi Besar Lampung Tengah. 
b) Kepala Desa dan masyarakat sekitar Desa Terbanggi Besar. 
2) Sumber data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam 
bentuk dokumen.
20
 Untuk melengkapi data primer peneliti 
menggunakan sumber data berupa buku–buku yang terkait dalam 
penelitian ini, sumber arsip, catatan kriminal di POLSEK Terbanggi 
Besar. 
c. Prosedur Pengumpulan Data 
1) Observasi 
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Metode observasi merupakan metode pengumpulan data primer 
dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi 
penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta 
bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah 
tersebut.21Penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan dimana 
peneliti hanya datang 2 atau 3 kali pada tempat penelitian guna 
mencari informasi keseharian informan dan mengetahui subjek 
penelitiannya secara langsung. 
2) Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
mewawancarai informan secara langsung, menurut Moleong 
wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
22
 Percakapan 
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 
pertanyaan dan informan yang akan memberikan jawaban atas 
pertanyaan yang diajukan 
Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara 
tidak terstruktur.Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 
bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 
telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 
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datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-
garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
Pada wawancara ini, peneliti belum mengetahui secara  pasti 
data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak 
mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Analisis terhadap 
setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti dapat 
mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada 
satu tujuan. 
3) Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan penggalian data melalui data sekunder 
yang telah ada. Data sekunder ini dapat diperoleh dengan teknik 
dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengumpulan 
sumber-sumber data yang berasal dari buku, majalah, internet yang 
membahas tentang kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar 
Lampung Tengah. Bungin mengartikan bahwa dokumen secara 
eksplisit dibedakan secara gradual. Literatur adalah bahan-bahan yang 
diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala. Sedangkan dokumenter 
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Terkait dengan pemaparan tersebut maka peneliti nantinya akan 
mengumpulkan data melalui arsip-arsip, artikel, dan catatan terkait 
dengan tindak kriminal di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah. 
 
5. Prosedur Analisis Data 
Prosedur analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 
Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
24
 Dari analisa tersebut 
kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode  deskriptif yaitu metode 
yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian yang masih bersifat 
khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 
6. Penarikan kesimpulan 
Langkah berikutnya adalah dari permulaan pengumpulan data, peneliti 
mulai mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin 
alur sebab akibat dan proposi. Proses selanjutnya sebagai langkah terakhir 
yaitu pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu 
suatu cara penganalisaan terhadap objek tertentu dengan bertitik dan 
pengamatan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan 
yang bersifat umum. 
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PERAN, KEPOLISIAN DAN KRIMINALITAS 
A. Peran 
1. Definisi Peran 
Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia 
sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai 
teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Berbicara tentang istilah “peran” yang 
biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus 
bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia 
diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam 




Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 
pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 




Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka 
seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan 
menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan 
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tersebut. Dalam hal ini, peran merupakan aktivitas yang dijalankan 
seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh 
suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang 
merupakan fungsi dari lembaga.Misalnya pada lembaga kepolisian yaitu 
berperan sebagai organisasi yang menjaga ketertiban dan kemanan di 
masyarakat. 
2. Jenis-Jenis Peran 
Jenis-jenis peran menurut Bruce J. Cohen, yaitu:
3
 
a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul 
dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu 
peran.  
b. Peranan yang dianjurkan ( Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan 
masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.  
c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami 
seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut 
harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.  
d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara 
emosional.  
e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorangan dalam 
mejalankan peranan tertentu.  
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f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita 
contoh, tiru, diikuti.  
g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang 
dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.  
3. Perbedaan Peran dan Kedudukan 
Kedudukan sendiri sering diartikan sebagai tempat atau posisi 
seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang 
dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta 
dalam berbagai pola kehidupan yang beragam. 
Peran (role) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh 
individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan 
masyarakat.
4
 Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya 
sangat sulit dipisahkan.
5
 Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan 
status. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila 
seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia 
menjalankan suatu peran. 
Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas 
kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan 
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Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya 
sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan 
menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah 
dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan 
dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain. 
 
B. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 
1. Definisi POLRI 
Istilah Kepolisian, dalam kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata 
“Polisi” adalah pertama, Badan pemeriksa yang bertugas memelihara 
keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar UU 




Pengertian Kepolisian mengalami perkembangan terus terutama 
kepolisian telah digunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban 
umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-
tindakan yang melanggar hukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik 
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Indonesia Nomor : 2 tahun 2002 tentang  Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang 




2. Tugas dan Fungsi POLRI 
POLRI adalah sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan 
dan ketertiban di masyarakat. Konsep tugas, fungsi dan peran POLRI yang 
bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu 
diorientasikan dengan perkembangan masyarakat.
9
 
Fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian sebagai berikut: 
a. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu 
fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan 
ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat”. 
b. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik 
Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. 
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c. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU 
No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 
2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok: 
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
2) Menegakkan hukum; dan  
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
d. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas 




1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin 
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
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6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; 
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-
undangan lainnya. 
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian. 
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia. 
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang. 
11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian. 









1. Pengertian Kriminalitas 
Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang berarti 
kriminalitas. Kriminal secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah 
laku yang melanggar norma sosial, undang-undang pidana, dan bertentangan 
dengan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh 
masyarakat. Dalam pandangan sosiologi, kriminalitas diartikan sebagai 
semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, 
serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara 
ekonomis, politis, maupun sosial-psikologis. Dari kedua paparan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa kriminalitas merupakan segala bentuk kegiatan 
yang sifatnya merugikan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik itu 
tercantum dalam undang-undang pidana maupun maupun yang sifatnya 
kondisional menurut pandangan masyarakat tertentu.
11
 
Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang 
bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan termasuk perbuatan immoral, 
tapi hanya merupakan sebagian saja. Jika disoalkan tentang sifat hakekat dari 
perbuatan immoral terlihat bahwa ada dua sudut pandang. Pertama 
subyektif, jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan kesusilaan; kedua obyektif, jika dipandang dari sudut 
masyarakat adalah merugikan masyarakat. Penyelidikan mengenai hal ini 
                                                             
11




oleh sosiologi khususnya ethnologi membuktikan, bahwa immoral berarti 
anti-sosial dipandang dari sudut masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa 




2. Bentuk dan Jenis Kriminalitas 
Penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi-bagikan dalam 
beberapa kelompok, yaitu :
13
 
a. Rampok dan Gangsterisme, yang sering melakukan operasi-operasi 
kejahatannya secara bersama-sama dengan organisasi-organisasi legal. 
b. Penipuan-penipuan; permainan-permainan dalam bentuk judi dan 
perantara-perantara “kepercayaan”, pemerasan (blackmailing), ancaman 
untuk mempublikasi skandal dan perbuatan manipulatif. 
c. Pencurian dan Pelanggaran; perbuatan kekerasan, perkosaan, 
pembegalan, penjambretan/pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu 
lintas, pajak, bea cukai dan lain-lain. 
d. Criminals of passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
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3. Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas 
Faktor penyebab terjadinya kriminalitas dapat dikelompokkan menjadi dua 
yaitu faktor dari dalam diri pelaku (internal) dan faktor dari luar diri pelaku 
(eksternal), berikut merupakan penjabarannya :
14
 
a. Faktor Internal 
Pada faktor ini dijelaskan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk 
melakukan tindak kejahatan yaitu timbul dari diri pelaku sendiri yang 
didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor-
faktor dari dalam tersebut antara lain : 
1) Faktor biologis, secara Genothype (warisan orang tua) dan  
Phenotype (hasil pembawaan yang diwarisi dari orang tua yang 
telah berkembang dengan pengaruh-pengaruh dari luar). 
2) Faktor pembawaan kriminal, yang diartikan bahwa setiap orang 
yang melakukan kejahatan memiliki sifat jahat pembawaan, 
karena selalu ada interaksi antara pembawaan dan lingkungan. 
3) Usia, kecenderungan untuk berbuat anti sosial meningkat selama 
masih sekolah  dan memuncak antara usia 18-25 tahun, menurun 
perlahan-lahan pada usia 40 tahun, lalu turun drastis untuk 
berhenti pada umur usia tua. 
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b. Faktor Eksternal 
Dalam faktor ini dijelaskan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk 
melakukan tindak kejahatan yaitu timbul dari luar diri pelaku sendiri. 
Faktor-faktor tersebut yaitu : 
1) Faktor lingkungan, dimana lingkungan merupakan faktor 
potensial yang dapat memberi pengaruh terjadinya tindak 
kriminal tergantung dari suasana pembawaan lingkungan, baik 
lingkungan tetap maupun lingkungan sementara. 
2) Kemiskinan, merupakan salah satu faktor penyebab terjadiya 
tindak kriminalitas karena adanya keterbatasan memenuhi 
kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) sehingga untuk 
memenuhinya seseorang melakukan berbagai cara termasuk 
dengan cara yang melanggar ketentuan hukum. 
3) Pendidikan, merupakan salah satu modal sosial seseorang dalam 
pencapaian kesejahteraan dimana dengan pendidikan syarat 
pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang 
mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhannya. Tetapi 
apabila seseorang tidak mendapat pendidikan yang cukup ia akan 
tersingkir dari dunia kerja yang menyebabkan ia menjadi 
pengangguran dan mendorong seseorang tersebut untuk 





4) Bacaan harian dan film, merupakan faktor krimogenik yang kuat, 
mulai dari cerita-cerita dan gambar-gambar eortis dan 
pornografik, buku-buku picisan lain dan cerita-cerita detektif 
dengan penjahat sebagai pahlawannya, serta penuh dengan 
kejadian berdarah. Pengaruh dari bacaan tersebut adalah dapat 
menciptakan kecenderungan untuk dipraktekkan secara langsung 
oleh si pembaca. Di samping bacaan-bacaan tersebut, film 
(termasuk TV) juga dianggap dapat menyebabkan pertumbuhan 
kriminalitas. 
4. Cara Menanggulangi Kriminalitas 
Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat 
ditempuh dengan: a). Penerapan hukum pidana (criminal law application); 
b). Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan c). 
Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 
lewat media massa (influencing views of society on crime and 
punishment/mass media).
15
 Dengan demikian, upaya penanggulangan 
kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua pendekatan, pendekatan penal 
(hukum pidana) dan pendekatan non penal (di luar hukum pidana). Jika 
dilihat dari upaya penanggulangan yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels 
maka butir (b) dan (c) dapat dimasukan ke dalam pendekatan nonpenal. 
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Upaya penanggulangan secara penal policy lebih menitikberatkan pada 
upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan sesudah kejahatan 
terjadi sedangkan non-penal policy lebih menitikberatkan pada upaya 
preventif atau upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Integrasi dua 
pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam United Nations Congress on 
the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.
16
 
Pada kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan 
yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 
kebijakan sosial itu berupa social welfare dan social defence.Upaya 
penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah 
maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil 
terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah 
tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan 
kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 
kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk 
kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan 
masyarakat. 
Menurut Hoefnagelsupaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh 
dengan cara: Pertama, Criminal application atau penerapan hukum pidana, 
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contohnya: penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 
tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. Kedua, Preventif without 
punishment atau pencegahan tanpa pidana, contohnya : dengan menerapkan 
hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung 
memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai 
hukuman atau shock therapy kepada masyarakat. Ketiga, Influencing views 
of society on crime and punishment atau mass media mempengaruhi 
pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass 
media, contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 




Langkah-langkah preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap 
tindak pidana menurut Baharuddin Lopa meliputi:pertama, Peningkatan 
kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan 
sendirinya akan mengurangi kejahatan; kedua, Memperbaiki sistem 
administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-
penyimpangan; ketiga, Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan 
kesadaran hukum rakyat; keempat, Menambah personil kepolisian dan 
personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif 
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maupun preventif;kelima, Meningkatkan ketangguhan moral serta 
profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.
18
 
Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah 
kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan 
kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum 
sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan 
terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang 
menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga 
berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah 
mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak 
pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk 
mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung 
kerena rasa takut disebut hukuman. 
Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa yang 
mengemukakan bahwa Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya 
kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan 
individu lain pun untuk berbuat kejahatan. Kejahatan adalah suatu persoalan 
yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada 
seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan 
musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. 
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Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan 
atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat 
agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi 
kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus 
dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu 
digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan 
partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. 
Termasuk dalam hal ini adalah upaya preventif harus menjadi tugas seluruh 
masyarakat. 
Solusi preventif pada intinya diperlukan untuk meminimalisasi 
penyebab dan peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan ini penting 
dilakukan dalam rangka menunjang pengawasan yang efektif karena selama 
ini banyak aturan hukum di Indonesia yang masih bersifat umum sehingga 
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. 
Salah satu titik tolak untuk melakukan upaya solusi preventif tersebut adalah 
dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, diskresi 
yang limitatif, obyektifitas, pembatasan perilaku yang spesifik, serta 
partisipasi masyarakat dan ketersediaan mekanisme pengecekan dan 
penyeimbangan di dalamnya. Penerapan prinsip akuntabilitas dan 
transparansi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan peran 




E.H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam crime 
prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk 
mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu metode untuk mengurangi 
pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada 
pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu 
pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
19
 
Metode untuk mencegah the first crime, Merupakan satu cara yang 
ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali atau the 
first crime yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal 
sebagai metode prevention atau preventif. Berdasarkan uraian di atas dapat 
dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif 
dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 
dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di Lembaga 
Pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat 




D. Teori Fungsionalisme Struktural 
Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling 
besar pengaruhnya dalam ilmu sosial diabad sekarang. Tokoh-tokoh yang 
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pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan 
Herbet Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh 
pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis 
yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan 




Teori fungsionalismestrukturalmengemukakan bahwa semua bagian di 
masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam lingkungan masyarakat 
tersebut. Semua bagian masyarakat saling bekerjasama untuk membangun 
tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat Satu elemen dari 
masyarakat yang tidak menjalankan fungsi atau tugasnya dengan baik, maka 
dapat menimbulkan ketidakteraturan disebuah keadaan sosial. Pada akhirnya 
ketidakteraturan itu menimbulkan suatu bentuk masalah sosial.
22
 
Teori fungsionalisme struktural, memiliki dua pandangan tentang masalah 
sosial. Kedua pandangan tersebut adalah patologi sosial dan disorganisasi 
sosial.
23
 Dalam patologi sosial, permasalahan sosial dimaksudkan sebagai 
penyakit dalam diri manusia. Penyakit yang timbul tersebut, penyebabnya ialah 
salah satu bagian tubuh tidak mampu bekerja dengan baik sesuai dengan 
fungsinya.Penyakit sosial seperti kriminalitas, kekerasan, kenakalan remaja, dan 
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lain-lain tumbuh dalam masyarakat karena peran-peran sosial seperti institusi 
keluarga, agama, ekonomi dan politik sudah tidak berfungsi maksimal dalam 
mensosialisasikan nilai dan norma yang baik, sehingga hal tersebut akan merusak 
tatanan fungsi sosial di masyarakat yang stabil. Sedangkan menurut pandangan 
disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari perubahan sosial yang cepat, 
yang kemudian mempengaruhi norma sosial. 
Perlu adanya peran dari pihak yang berwajib agar dapat mengatur tatanan 
sosial menjadi stabil kembali.POLSEK Terbanggi Besar Dalam hal ini, berperan 
penting untuk menjaga kestabilan dimasyarakat.Sesuai dengan tugas dan 
fungsinya yaitu pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak 
hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.Melalui 
upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh POLSEK Terbanggi Besar 
diharapkan masyarakat dapat menyadari dampak buruk yang ditimbulkan akibat 
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